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Analisis Legalitas

Analisis terhadap status kepemilikan akan tanah
Analisis terhadap peraturan RDTR-PZ



Hak-Hak Atas Tanah

Berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai

5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hal-hak lain

Hak primer
(langsung diberikan oleh Negara)

Hak Sekunder
(Hak yang timbul di atas hak atas tanah yang 
sudah ada, karena perjanjian dengan pemilik
tanah)



Hak-Hak Atas Tanah

Hak Milik

1) Adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah

2) Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
(Pasal 20, UUPA)

1) Hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik
2) Badan hukum Indonesia yang ditunjuk
3) WNI yang melepaskan kewarganegaraannya, maka hak tersebut hapus karena

hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.
(Pasal 21, UUPA)

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
(Pasal 25, UUPA)



Hak-Hak Atas Tanah

Hak Guna Usaha

1) Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka
waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan

2) HGU diberikan atas tanah dengan luas minimal 5Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya
≥ 25 Ha harus memakai investasi modal yang layak.

3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialilhkan kepada pihak lain.
(Pasal 28, UUPA)

1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun
2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk

waktu paling lama 35 tahun.
3) Atas permintaan pemegang hak, jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu yang 

paling lama 25 tahun.
(Pasal 29, UUPA)

Yang dapat mempunyai HGU adalah WNI, badan hukum yang didirikan di Indonesia dan 
menurut hukum Indonesia
(Pasal 30, UUPA)

HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggunan
(Pasal 33, UUPA)



Hak-Hak Atas Tanah

Hak Guna Bangunan

1) Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang 
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

2) Atas permintaan pemegang hak dan menimbang keperluan, dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun

3) HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
(Pasal 35, UUPA)

Yang dapat mempunyai HGB adalah WNI, badan hukum yang didirikan di Indonesia dan 
menurut hukum Indonesia
(Pasal 36, UUPA)

HGB terjadi:
a. Mengenai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; karena penetapan Pemerintah
b. Mengenai tanah milik; karena perjanjian antara pemilik tanah dan pihak yang akan

memperoleh HGB
(Pasal 37, UUPA)

HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggunan
(Pasal 39, UUPA)



Hak-Hak Atas Tanah

Hak Pakai

1) Adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

2) Hak pakai dapat diberikan:
a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang 

tertentu, selama 25 tahun.
b. Dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun

(Pasal 41, UUPA)

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia
(Pasal 42, UUPA)

1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan
kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dengan
perjanjian yang bersangkutan.

(Pasal 43, UUPA)



Hak-Hak Atas Tanah

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, HGB, hak pakai atas tanah Negara atau hak
pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penyelenggaraan pembangunan rusun di atas tanah dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan status 
HGB di atas hak pengelolaan tersebut sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan.

(Pasal 7, UU 16/1985)

1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai
pemegang hak atas tanah

2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah.
3) Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-

bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4) Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah

susun yang bersangkutan.
(Pasal 8, UU 16/1985)

Rumah susun berikut tanah tempat bangunan berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan:
a. Dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau HGB
b. Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara
(Pasal 12, UU 16/1985)



Hak-Hak Atas Tanah

1 = Tanah Bersama

2 = Bagian Bersama
3 = Benda Bersama

Sumber: Politics of the Plots Research
Urban Lab & ETH Zurich, 2013



1. Gelora Bung Karno (GBK) - Sports Stadium [1962]
2. Hilton Hotel a.k.a The Sultan [1962]
3. Jakarta Convention Center (JCC) [1962]
4. National Television & department of sport [1962]
5. Parliament Building [1965]
6. Golf  Course [1968]
7. Taman Ria Senayan [1970]
8. Ratu Plaza [1974]
9. Wisma Fajar a.k.a. Wisma Fairbanks [1974]
10. Manggala Wanabakti Building (Forestry Dept.)[1974]
11. Panin Bank Tower [1982]
12. Pulau Dua Restaurant [1991]
13. Century Atlet Hotel [1991]
14. Plaza Senayan [1995]
15. Hotel Mulia [1997]
16. Senayan Trace Center (STC) [2003]
17. FX Lifestyle Mall [2006]
18. Senayan City [2006]
19. Department of Education [unknown]
20. Future commercial
21. Future commercial
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Hak-Hak Atas Tanah

Sumber: Politics of the Plots Research
Urban Lab & ETH Zurich, 2013



No Nama Perusahaan Nama Proyek Luas (Ha) Status Lahan

1. PT. Aneka Bina Lestari FX Mall 1.15 HPL

2. PT. Graha Sidang Pratama JCC 6.22 HPL

3. PT. Mulia Intan Lestari Mulia Hotel 4.00 HPL

4. PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera STC Senayan 0.54 HPL

5. PT. Ario Bimo Laguna Perkasa Taman Ria Senayan 10.05 HPL

6. PT.Marlin Citra Mandiri n.a. 0.21 HPL

7. PT. Selaras Nusa Perkasa n.a. 2.17 HPL

8. PT. Interland Citra Mandiri Wisma Fajar 1.2 HPL

9. PT. Manggala Gelora Perkasa Senayan City 4.00 HGB di atas HPL

10. PT. Kajima Oversesas Asia Pte. Ltd
( PT. Senayan Tri Karya Sempana )

Plaza Senayan 20.00 HGB di atas HPL

Total 49.53

Kerjasama Lama untuk Komersial

Hak-Hak Atas Tanah

Sumber: Politics of the Plots Research
Urban Lab & ETH Zurich, 2013



No Nama Perusahaan Nama Proyek Luas (Ha) Status Lahan

1 PT. Lingga Hamparan Krida Hotel Atlet 1.84 HPL

2 PT. Mitra Indotama Karsajaya Pulau Dua Restaurant 1.00 HPL

Total 2.84

KSO-Kerja Sama Operasi

No Nama Perusahaan Nama Proyek Luas (Ha) Status Lahan

1. PT. Terminal Builders Panin Bank Tower 1.06 HGB di atas HPL

2. PT. Amana Jaya Panin Bank Tower 0.62 HGB di atas HPL

3. PT. Ratu Sayang Internasional Ratu Plaza 1.72 HGB di atas HPL

4. Pt. Indobuilco ( Hotel Sultan ) The Sultan 13.73 HGB di atas HPL

Total 17.13

Hak-Hak Atas Tanah

Sumber: Politics of the Plots Research
Urban Lab & ETH Zurich, 2013



No Tipe Fasilitas Luas (Ha) Status

1 Main Stadium. 
Sports Hall A – D. 
Volley Hall, Badminton Hall, Tennis Stadion, Gymnastic Hall, 
Swimming pool, Archery Field, Soccer Field, DKI Jakarta 
Plantation/Nursery Garden, Main Stadium Plaza

148.18 HPL 
BOT dengan PT. SKIG, PT. AA, 
PT.  ASP

2. Road & irrigation
City Forest
Golf Course

HPL
BOT dengan PT. SKIG

3. Golf  Driving Range HPL
BOT dengan PT. Adil Andaru

4. Multipurpose Sport Building HPL
BOT dengan PT. Archipelago 
Sapta Pesona

Build, Operate, Transfer [BOT] untuk Fasilitas

Sumber: Politics of the Plots Research
Urban Lab & ETH Zurich, 2013

Hak-Hak Atas Tanah





15

Blok 6 ; Sub-blok 024

Regulasi Peruntukan : 
KDB : 50 % 
KLB: 3,5 
Zoning: Perkantoran, Pedagangan dan
Jasa
Sub Zoning : K.1 
Ketinggian Max : 16 
KTB : 55%
KDH : 30% 
Tipe : Tunggal 
Persil: Padat

• Tapak berada di zona K.1, zona perkantoran, perdagangan, dan jasa
• Dengan future development pengembangan simpul transit dan pendekatan TOD, maka dapat mengupayakan

peningkatan KLB, sebagai kompensasi dari peletakan stasiun MRT-LRT.

Peraturan RDTR-PZ
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I – Diperbolehkan
T – Terbatas
B – Bersyarat
X – Tidak diperbolehkan

Peraturan RDTR-PZ
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Rumah Susun – T
Pusat Perbelanjaan – T
Perkantoran – I 
Hotel – I
Kondominium Hotel – I
Ruang Pertemuan – I 
Warnet dan Game Center - I
Rumah Susun Umum – B
Asrama/Rumah Kos – B 
Multifungsi – B 

Fasilitas Pendidikan – B

Peraturan RDTR-PZ



Blok 6 ; Sub-blok 022
Regulasi Peruntukan : 
KDB : 50 % 
KLB: 3,5 
Zoning: Pemerintahan Nasional
Sub Zoning : P.1 
Ketinggian Max : 16 
KTB : 55%
KDH : 30% 
Tipe : Tunggal 
Persil: Padat

Blok 6 ; Sub-blok 027
Regulasi Peruntukan : 
KDB : 40 % 
KLB: 1.6 
Zoning: Zona Pelayanan Umum
Sub Zoning : S.5
Ketinggian Max : 4 
KTB : 55%
KDH : 30% 
Tipe : Tunggal 
Persil: Padat
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Peraturan RDTR-PZ
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Peraturan RDTR-PZ



Rumah Susun Umum – B
Asrama-B
Hunian Landed-B
Gedung Olah Seni – B
Museum, Gedung Serba Guna – B
Gedung Pertemuan – B
Balai Pertemuan & Pameran – B 
Pendidikan Dasar & Menengah – B
Pusat Penelitian & IPTEK – B 
Rumah Sakit – B 
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Peraturan RDTR-PZ



Rumah Susun Umum – B
Teater Terbuka – I
Taman Kota – I
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Peraturan RDTR-PZ


